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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Korupsi adalah sebuah tindakan yang mementingkan keuntungan pribadi 

daripada kebutuhan banyak orang. Korupsi merujuk pada kemerosotan moral etis para 

koruptor, tiadanya integritas moral, bahkan kebejatan hidup pelaku korupsi. Tindakan 

korupsi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral yang wajib dipegang dan 

dilaksanakan oleh setiap individu. Korupsi bertentangan dengan imperatif kategoris. 

Begitu juga korupsi tidak dapat dibenarkan secara moral. Dalam pandangan Kant 

tentang imperatif kategoris, perilaku koruptif dianggap tidak etis karena melanggar 

prinsip-prinsip moral serta norma-norma yang mengikat secara normatif. Tindakan 

korupsi secara inheren tidak bermoral, tidak benar, dan melanggar kewajiban 

deontologis untuk bertindak jujur serta adil. 

Dalam pencegahan korupsi di Indonesia, moral imperatif kategoris Immanuel 

Kant menawarkan pendekatan yang berbasis pada prinsip universal manusia. Prinsip-

prinsip moral yang dianut individu harus bersifat universal, yakni dapat diterapkan oleh 

semua orang dalam situasi serupa. Hal ini menyiratkan bahwa nilai-nilai moral bersifat 

absolut, bukan relatif, dan berlaku secara mutlak bagi setiap individu. Dari perspektif 

Kantian, penghormatan terhadap martabat mencakup lebih dari sekadar menjatuhkan 

sanksi. Hal itu memastikan bahwa hukuman terhadap koruptor tidak berubah menjadi 

tindakan balas dendam, melainkan berfungsi untuk ketertiban moral publik dan 

mengakui kapasitas rasional terdakwa sebagai manusia yang bermoral. 

 Manusia tidak boleh dianggap sebagai instrumen yang digunakan untuk 

mencapai tujuan orang lain. Manusia harus menahan diri dan tidak memanfaatkan 

posisi dan wewenang demi keuntungan pribadi. Selain itu, lembaga-lembaga, seperti 

KPK, berkewajiban untuk memastikan bahwa individu tidak dieksploitasi sebagai cara 

untuk menyembunyikan kekurangan sistemik. Korupsi bukan hanya masalah moral 

pribadi, tetapi juga kelemahan sistemik yang gagal untuk memupuk dan 
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mempertahankan otonomi moral sebagai dasar keadilan substansif. Selain sanksi 

pidana, rekonstruksi dan reformasi kelembagaan sangat penting untuk memastikan 

bahwa keputusan peradilan benar-benar mencerminkan integritas dan penghormatan 

terhadap kapasitas moral manusia, dan bukan hanya sekadar berfungsi sebagai tindakan 

hukum formal. Teori hukum yang berlandaskan imperatif kategoris Immanuel Kant 

dikenal sebagai teori hukum berbasis kewajiban dengan kebebasan individu sebagai 

fondasinya yang mendasar. Kualitas moral suatu tindakan dinilai salah jika individu 

gagal memenuhi standar perilaku wajib yang harus dipatuhi. Kewajiban ini bersifat 

mutlak dan bukan ditentukan oleh tujuan instrumental, melainkan oleh perintah 

imperatif kategoris yang tidak bersyarat. Pelanggarannya merupakan kesalahan mutlak 

tanpa ruang kompromi. Sebagaimana ditegaskan Kant, berbohong selalu salah, terlepas 

dari konsekuensi apa pun yang timbul. Demikian juga dengan korupsi adalah sebuah 

tindakan kebohongan demi keuntungan diri sendiri. Perbuatan itu salah karena 

bertentangan dengan tujuan tertinggi dari moralitas Kant, yakni demi kebaikan itu 

sendiri. Perintah untuk memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri 

menyiratkan bahwa manusia tidak boleh dijadikan sekadar alat bagi rencana atau 

keinginan pihak lain. Segala tujuan eksternal hanya boleh dicapai dengan tetap 

menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. 

 Prinsip dasar otonomi moral dalam sistem Kant berpijak pada pengakuan 

bahwa manusia memiliki kapasitas rasional untuk menetapkan hukum moral secara 

mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Otonomi menekankan bahwa 

kehendak dan pelaksanaan tindakan berasal dari diri sendiri, bukan dari faktor 

eksternal, seperti tujuan pragmatis, afeksi emosional, atau otoritas luar. Dengan 

demikian, otonomi bukanlah bertindak tanpa prinsip atau mengkuti arus orang lain 

(yang disebut heteronomi), di mana tindakan didasarkan pada hukum asing, seperti 

kepuasan sensual, motif utiliter, atau paksaan eksternal. Kant menegaskan bahwa tidak 

ada yang lebih dahsyat daripada subordinasi kehendak individu di bawah kehendak 

pihak lain. 
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Kant menekankan pentingnya melakukan pertimbangan moral sebelum 

mengambil tindakan apa pun, sehingga tindakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip etika 

yang benar. Etika deontologis Kant juga menawarkan fondasi kuat dengan membangun 

budaya antikorupsi, penegakan hukum yang adil, restorasi sistem pengawasan dan 

transparansi, serta etika pelayanan publik dan pengujian integritas. Penerapan etika 

deontologis Kantian melalui prinsip moral imperatif kategoris dapat menjadi dasar 

yang berguna untuk mencegah korupsi di Indonesia. Strategi-strategi tersebut mampu 

membentuk lingkungan yang lebih transparan, adil, dan bebas korupsi melalui 

penekanan pada prinsip-prinsip moral universal serta kewajiban moral. Dengan 

demikian, Indonesia mampu mencapai masa depan dengan lebih baik dalam 

memerangi korupsi yang terjadi melalui pendidikan, reformasi hukum, transparansi, 

dan penghargaan atas integritas dengan memperhatikan kepentingan umum. Di sana, 

korupsi tidak lagi menjadi penghalang pembangunan dan keadilan sosial akan 

terlaksana dalam masyarakat.  

5.2 Saran 

 Imperatif kategoris Immanuel Kant menawarkan dasar etis yang kokoh dalam 

memerangi korupsi di Indonesia. Imperatif kategoris menekankan kewajiban moral 

mutlak bukan bergantung pada konsekuensi atau keuntungan pribadi. Tujuannya 

adalah agar semua warga negara Indonesia mampu berkembang menjadi manusia-

manusia bermoral baik secara hati nurani maupun pelaksanaan kewajiban. Oleh sebab 

itu, seluruh pihak wajib berpartisipasi secara aktif dalam melawan korupsi di Indonesia 

baik secara pribadi maupun struktural, secara internal maupun eksternal. Pihak-pihak 

tersebut yang disarankan oleh penulis melalui skripsi ini adalah sebagai berikut. 

 Pertama, pejabat publik. Para pejabat publik yang bertugas untuk mengurus 

publik bertanggung jawab menyusun kebijakan, melaksanakan keputusan, dan 

menyediakan pelayanan publik. Undang-undang yang dibuat harus menjamin 

pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Dalam pemberantasan korupsi, pejabat 

di sektor pemerintahan perlu mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang 

sehat, akuntansi yang efisien dan terjadwal, serta pengawasan yang profesional. Hal ini 
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menuntut kepemimpinan tingkat tinggi dengan komitmen politik kuat dan integritas 

moral yang mumpuni untuk menegakkan pengawasan pemerintahan yang efektif. 

 Kedua, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus memprioritaskan 

penegakan keadilan dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan upaya 

penindakan terhadap pelaku. Kinerja pencegahan korupsi harus selaras dengan 

penguatan struktur hukum. Penguatan tersebut menjadi kunci utama penindakan yang 

dicapai melalui konsolidasi substansi regulasi hukum. Struktur hukum yang dimaksud 

mencakup aparat dengan integritas, kualitas, dan intensitas yang memadai untuk 

menangani kasus korupsi. 

 Ketiga, masyarakat umum. Masyarakat memiliki peranan penting dalam 

pengawasan dan pelaporan praktik korupsi di lingkungannya. Partisipasi masyarakat 

harus didukung oleh kesadaran hukum, literasi digital, dan keberanian moral. Tanpa 

pelibatan masyarakat, pemberantasan korupsi akan pincang karena hanya 

mengandalkan upaya penindakan dari atas. Masyarakat harus terus mengkampanyekan 

antikorupsi untuk menyadarkan semua orang untuk memiliki moralitas yang baik 

berdasarkan otonomi dirinya. 
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